
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1403, 2016 KEMENHUB. Jabatan. Ditjen Perkeretaapian. Peta 

dan Uraian Kegitan. Pencabutan. 
 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

 NOMOR  PM 113 TAHUN 2016     

TENTANG 

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN 

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 

 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 Menimbang   :  a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri 

Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan, maka perlu untuk menata kembali peta 

jabatan dan uraian jenis kegiatan di lingkungan 

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian 

Perhubungan; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Peta Jabatan dan Uraian 

Jenis Kegiatan Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal 

Perkeretaapian Kementerian Perhubungan; 

 

 Mengingat    : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lebaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

  2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

3. Peraturan  Menteri Perhubungan Nomor PM. 72 Tahun 

2013 tentang Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1114); 

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844); 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 

2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di lingkungan 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2018. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN 

JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL 

PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. 

 

Pasal 1 

(1) Peta jabatan merupakan susunan jabatan yang 

menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan 

kedudukannya dalam unit kerja, baik secara vertikal 

maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas 

dan tanggung jawab, serta kompetensi jabatan. 

(2) Uraian jenis kegiatan jabatan merupakan bentuk proses 

kegiatan yang dilaksanakan untuk mengolah bahan-

bahan kerja menjadi hasil kerja sesuai dengan tanggung 

jawab, kewenangan, serta tugas dan fungsi. 

 

Pasal 2 

(1) Unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal 

Perkeretaapian Kementerian Perhubungan berjumlah 5 

(lima) unit kerja, sebagai berikut : 

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;  

b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; 
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c. Direktorat Prasarana Perkeretaapian; 

d. Direktorat Sarana Perkeretaapian; dan 

e. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. 

(2) Peta jabatan dan uraian jenis kegiatan jabatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, di lingkungan 

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian 

Perhubungan tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, 

Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 3 

Peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), 

wajib digunakan sebagai materi muatan dalam melaksanakan 

penyusunan formasi, analisis beban kerja, pengangkatan ke 

dalam jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal 

Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.  

 

Pasal 4 

Uraian jenis kegiatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2), wajib digunakan sebagai materi muatan 

dalam penyusunan rencana kerja pegawai Aparatur Sipil 

Negara, sasaran kerja pegawai Aparatur Sipil Negara, dan 

penilaian prestasi kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di 

lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian 

Perhubungan. 

 

Pasal 5 

(1) Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi bertanggung 

jawab terhadap koordinasi pembinaan peta jabatan dan 

uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan Direktorat 

Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. 

(2) Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian 

bertanggung jawab terhadap penerapan peta jabatan dan 

uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan Direktorat 

Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. 
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Pasal 6 

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan 

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian 

Perhubungan, dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari 

sejak Peraturan Menteri ini berlaku, masing-masing pimpinan 

unit kerja harus telah menyampaikan daftar usulan 

pengangkatan dalam jabatan fungsional/pelaksana kepada 

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian 

Perhubungan. 

 

Pasal 7 

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh 

Pegawai yang memangku jabatan fungsional/pelaksana 

di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 

Kementerian Perhubungan tetap melaksanakan tugas 

dan fungsinya sampai dengan diangkatnya dalam jabatan 

baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. 

(2) Penyusunan Pengangkatan dan penempatan dalam 

jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap 

memperhatikan standar kompetensi jabatan, peta 

jabatan dan persyaratan lain yang dibutuhkan untuk 

jabatan yang dimaksud. 

 

 Pasal 8 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 2014 tentang 

Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Organisasi di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 101), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 9 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

    Ditetapkan di Jakarta 

    pada tanggal 14 September 2016 

 

   MENTERI PERHUBUNGAN 

   REPUBLIK INDONESIA, 

 

          ttd 

 

BUDI KARYA SUMADI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 16 September 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,   

     

          ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG 
PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN 
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Pengelola Administrasi Tata Usaha

KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA

Analis Data

Penyusun Bahan Laporan

JABATAN

Analis Data

Pemroses Data dan Laporan

JABATAN

A. PETA JABATAN

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN 

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL  PERKERETAAPIAN

Penyusun Bahan Publikasi

Pengolah Database Pegawai

Penerjemah Pertama

JABATAN

Penyusun Naskah Perjanjian Legal Drafting Bantuan 

Hukum

KEPALA SUBBAGIAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DAN JARINGAN DOKUMENTASI HUKUM

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL 

PERKERETAAPIAN

Penelaah Peraturan Perundang-undangan 

Penyusun Bahan Kerjasama Luar Negeri

Pengkaji Berita Media Masa
Pemroses Data dan Laporan

Pranata Humas Pertama

Penyusun Bahan Informasi dan Sosialisasi

Penelaah Rencana

Penyusun Rencana

Pengolah Data Perencanaan

Pengolah Data Administrasi Umum

Penelaah Program

Penyusun Program

Pengevaluasi Program dan Kegiatan

Penganalisa Data

Penyusun Peraturan Perundang-undangan

KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

JABATAN

Analis Kepegawaian Pertama

KEPALA BAGIAN 

HUKUM

KEPALA SUBBAGIAN PERJANJIAN DAN ADVOKASI 

HUKUM

KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN 

KERJASAMA LUAR NEGERI

Penyusun Bahan Laporan

Pengumpul dan Pengolah Data Laporan

Bendahara

KEPALA SUBBAGIAN RENCANA

JABATAN

KEPALA BAGIAN 

KEPEGAWAIAN DAN UMUM

KEPALA SUBBAGIAN  PELAKSANAAN ANGGARAN

JABATAN

Analis Data

JABATAN

JABATAN

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
KEPALA BAGIAN KEUANGAN

Verikator Dokumen

JABATAN

Penyusun Bahan  Evaluasi dan Pelaporan

Pemroses Data dan Laporan

Pengelola Administrasi Perkantoran

Penyusun Rencana Pengadaan dan Perlengkapan

Koordinator Keamanan 

JABATAN

Fotografer

Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan

KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGAKEPALA SUBBAGIAN VERIFIKASI ANGGARAN

Pengumpul dan Pengolah Data Laporan

Penyusun Bahan Pegembangan Pegawai

Pengelola Administrasi Tata Usaha

Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Pemroses Data dan Laporan

KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM

Arsiparis Pelaksana Lanjutan

KEPALA SUBBAGIAN  

PEERBENDAHARAAN DAN BARANG MILIK NEGARA

JABATAN

Pengelola Administrasi Sarana dan Prasarana Umum

Analis Organisasi dan Tata Laksana

Pengolah Data Administrasi Umum

JABATAN

Pengelola Administrasi SABMN

Penata Laporan SAI dan BMN

Pengelola Anggaran

Bendahara Material

Pengelola Kepegawaian

Penyusun Rencana Kebutuhan Pegawai

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Analis Kepegawaian Madya

Analis Kepegawaian Muda

Perencana Madya

Perencana Muda
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FORM I

KELAS 

JABATAN

B K -/+

1 DIREKTUR JENDERAL/SEKJEN/KEPALA BADAN.........

2 SEKBAN/SESDIT/Direktur/KAPUS/KABIRO........

3 KEPALA BAGIAN/KEPALA SUBDIREKTORAT.........

4 KEPALA SUBBAGIAN/KAPALA SEKSI..........

5 JFT/JFU.......

6 JFT/JFU.......

7 JFT/JFU.......

8 JFT/JFU.......

9 JFT/JFU.......

10 JFT/JFU.......

11 JFT/JFU.......

B = Jumlah Pegawai saat ini (Bezetthing)

K =

-/+= Kekurangan/Kelebihan Pegawai (Dihitung Dengan Bezetthing-Kebutuhan)

*)=

*

Kebutuhan Pegawai (Berdasarkan Perhitungan Analisis Beban Kerja)

Bentuk berupa checklist apakah sudah dibuat/belum (Mengacu Permenpan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan)

Pengisian Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum Mengacu Pada PM.72 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan dan PM 199 Tahun 2015 Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

REKAPITULASI NOMENKLATUR JABATAN

NOMENKLATUR JABATANNO

JUMLAH PEGAWAI

KETERANGAN : 

Unit Kerja :

INFORMASI FAKTOR 

JABATAN *)
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG :

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN 

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Analis pelaksanaan pemberian Bimbingan 

Teknis 

JABATAN 

Penyusun Bahan  Evaluasi  dan Pelaporan 

Analis Pelaksanaan Pemberian Bimbingan 

Teknis 

Penganalisis Data 

Analis Pelaksanaan Pemberian Bimbingan 

Teknis 

KEPALA SEKSI ANGKUTAN BARANG

JABATAN 

Pengelola Ketatausahaan

Penganalisis Data 

JABATAN 

Penyusun Bahan  Evaluasi  dan Pelaporan 

Penganalisis Data 

Penyusun Bahan  Evaluasi  dan Pelaporan

 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN USAHA

Pengendali Dampak Lingkungan   Madya 

Pengendali Dampak Lingkungan   Muda

Pemroses  Data dan Laporan Pemroses  Data dan Laporan 

Pemroses  Data dan Laporan 

Penganalisis Data 

Pemroses  Data dan Laporan Penganalisis Data

Analis Pelaksanaan Pemberian Bimbingan 

Teknis 

Penyusun Bahan  Evaluasi  dan Pelaporan 

Pemroses  Data dan Laporan 

JABATAN 

Penganalisis Data

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN JARINGAN

JABATAN 

Pengendali dampak lingkungan Pertama

Penyusun Bahan  Evaluasi  dan Pelaporan 
Analis pelaksanaan pemberian Bimbingan 

Teknis 

Penyusun bahan  evaluasi dan Pelaporan

JABATAN 

Penganalisis Data

Penyusun Bahan  Evaluasi  dan Pelaporan 

Analis pelaksanaan pemberian Bimbingan 

Teknis 

JABATAN 

JABATAN 

Penganalisis Data

KEPALA SEKSI LALU LINTAS PERKOTAAN

Analis pelaksanaan pemberian Bimbingan 

Teknis 

Penyusun Bahan  Evaluasi  dan Pelaporan 

Analis Pelaksanaan Pemberian Bimbingan 

Teknis 

Penyusun Bahan  Evaluasi  dan Pelaporan 

KEPALA SUB DIREKTORAT LALU LINTAS
KEPALA SUB DIREKTORAT ANGKUTAN

KEPALA SUB DIREKTORAT PENATAAN DAN 

PENGEMBANGAN JARINGAN

KEPALA SEKSI ANGKUTAN PENUMPANGSEKSI  PENATAAN JARINGAN KEPALA SEKSI LALU LINTAS ANTAR KOTA

A. PETA JABATAN

KEPALA SUB DIREKTORAT KERJASAMA DAN 

PENGEMBANGAN USAHA

 DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN 

KERJASAMA

Pengelola Urusan Kerumahtanggan

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN 

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT  LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN/ATAU

 JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

KASUBBAG TATA USAHA

JABATAN 

Arsiparis Pertama

Pengelola Kepegawaian
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG 

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN 

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pengolah Data Administrasi Umum Pengolah Data Administrasi Umum

JABATAN 

Penyusun Bahan 

Pengevaluasi Program dan Kegiatan  

JABATAN 

Analis Instalasi Listrik Kereta Api

JABATAN 

KEPALA SEKSI KELAIKAN FASILITAS 

OPERASI KA WILAYAH I

Pengevaluasi Program dan Kegiatan  

Penyusun Bahan 

Pengevaluasi Program dan Kegiatan 

Pengolah Data Administrasi Umum

 KEPALA SEKSI KELAIKAN FASILITAS 

OPERASI KA WILAYAH II

KASUBBAG TATA USAHA

JABATAN 

Pengelola Ketatausahaan

Pengelola Kepegawaian

Pengelola Urusan Kerumahtanggan

Arsiparis Pelaksana Lanjutan

Perekayasa Madya / Perencana Madya

Perekayasa Madya / Perencana Muda

KEPALA SUBDIREKTORAT JALUR DAN 

BANGUNAN KERETA API WILAYAH II

Pemeriksa Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

KEPALA SEKSI JEMBATAN DAN 

BANGUNAN KA WILAYAH I 

Analis Teknik Jalur dan Bangunan KA

Analis Teknik Jalur dan Bangunan KA

Pengelola Database dan Informasi

KEPALA SEKSI JEMBATAN DAN BANGUNAN 

KA WILAYAH II

JABATAN 

Analis Teknik Jalur dan Bangunan KA

Pemeriksa Persyaratan Teknis dan Laik 

Jalan
Pengelola Database dan InformasiPemeriksa Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Pengelola Database dan Informasi

KEPALA SUBDIREKTORAT KELAIKAN 

FASILITAS OPERASI KA

KEPALA SUBDIREKTORAT  JALUR 

DAN BANGUNAN KERETA API 

WILAYAH I

Pengelola Database dan Informasi

JABATAN 

Analis Persinyalan Kereta Api

Pengelola Database dan Informasi

Pengolah Data Administrasi Umum

JABATAN JABATAN 

JABATAN 

Analisis Telekomunikasi Kereta Api

KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITAS 

OPERASI KERETA API 

KEPALA SUBDIREKTORAT 

KELAIKAN  JALUR DAN BANGUNAN KA

Penyusun Bahan 

KEPALA SEKSI TELEKOMUNIKASI DAN 

PELISTRIKAN 

JABATAN 

Penyusun Bahan 

Pengevaluasi Program dan Kegiatan 

Pengolah Data Administrasi Umum

KEPALA SEKSI KELAIKAN  JALUR DAN 

BANGUNAN KA WILAYAH II

DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

JABATAN 

Analis Teknik Jalur dan Bangunan KA

Pemeriksa Persyaratan Teknis dan Laik 

Jalan

Pengelola Database dan Informasi

KEPALA SEKSI JALAN REL DAN 

TANAH KERETA API WILAYAH I  

KEPALA SEKSI JALAN REL DAN TANAH 

KERETA API WILAYAH II
KEPALA SEKSI PERSINYALAN 

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN 

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

A. PETA JABATAN

KEPALA SEKSI  KELAIKAN  JALUR DAN 

BANGUNAN KA WILAYAH I

JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN/ATAU

 JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG 

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN 

DIREKTORAT JENDERAL  PERKERETAAPIAN

JABATAN 

Arsiparis Pertama

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN 

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

A. PETA JABATAN

JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN/ATAU

 JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

KASUBBAG TATA USAHA

KEPALA SEKSI KELAIKAN SARANA 

PENGGERAK WILAYAH  I

Pengelola Ketatausahaan

SEKSI  PENGEMBANGAN SARANA
KEPALA SEKSI PENGADAAN SARANA 

PERKERETAAPIAN

Pengolah Bahan Rancang Bangun dan 

Rekayasa

Penyusun Kebijakan Rancang Bangun dan 

Rekayasa

KEPALA SUB DIREKTORAT PENGEMBANGAN 

DAN PENGAWASAN SARANA

KEPALA SUB DIREKTORAT PENGELOLAAN 

SARANA MILIK NEGARA
KEPALA SUB DIREKTORAT KELAIKAN SARANA 

WILAYAH  I

Penyusun Bahan Pengujian Sarana  

Perkeretaapian 

KEPALA SEKSI PENGOPERASIAN SARANA 

PERKERETAAPIAN

JABATAN 

Penyusun Bahan Pengujian Sarana  

Perkeretaapian 

Penguji Sarana Perkeretaapian

Penyusun Bahan  Sertifikasi

KEPALA SEKSI  KELAIKAN SARANA TANPA 

PENGGERAK WILAYAH  I

KEPALA SUB DIREKTORAT  KELAIKAN 

SARANA WILAYAH II

Pengawas Tempat Pengujian, Pemeriksaan dan 

Perawatan

JABATAN 

Penyusun Bahan Evaluasi dari Pelaporan 

Penyusun Bahan Kebijakan

Pengelola Database dan Informasi

JABATAN JABATAN 

Perekayasa Pertama

KEPALA SEKSI PENGAWASAN SARANA

JABATAN 

Pengelola Sistem Informasi Pengawasan

Analis pelaksanaan pemberian Bimbingan 

Teknis 

Pengawas Pengujian, Pemeriksaan dan 

Perawatan
Penguji Sarana Perkeretaapian

Penyusun Bahan  Sertifikasi

Penyusun Bahan Kebijakan Pemroses Data dan Laporan

Perekayasa  Madya 

Perekayasa Muda

Penyusun Bahan Pengendalian Mutu

Pemroses Data dan Laporan

DIREKTUR JENDERAL SARANA PERKERETAAPIAN

Pemroses Data dan Laporan

Pengelola Kepegawaian

Pengelola Urusan Kerumahtanggan

KEPALA SEKSI  KELAIKAN SARANA 

PENGGERAK WILAYAH II

Penyusun Bahan Pengujian Sarana  

Perkeretaapian 

Penguji Sarana Perkeretaapian

Penyusun Bahan  Sertifikasi

JABATAN 

Penyusun Bahan Pengujian Sarana  

Perkeretaapian 

Penguji Sarana Perkeretaapian

Penyusun Bahan  SertifikasiPengelola Database dan Informasi

JABATAN 

 KEPALA SEKSI  KELAIKAN SARANA 

TANPA PENGGERAK WILAYAH II

JABATAN 

Penyusun Bahan Evaluasi dari Pelaporan 

Pemroses Data dan Laporan

Pengelola Administrasi dan Pelaporan 

Pengevaluasi Program dan Kegiatan

Pemroses Data dan Laporan

Pemroses Data dan Laporan
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG 

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN 

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JABATAN 

PPNS

Analis Pelaksanaan Pemberian Bimbingan 

Teknis dan Supervisi

Pengevaluasi Kinerja PPNS

JABATAN 

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN PELANGGARAN

Penyusun Bahan Akreditasi

Pemroses Data dan Laporan

KASUBBAG TATA USAHA

JABATAN 

Pengelola Administrasi Tata Usaha

Penyusun Data Kepegawaian

Pengelola Urusan Kerumahtanggan

Arsiparis Pelaksana

Perencana Madya

Perencana Muda

KEPALA SUBDIREKTORAT AUDIT DAN 

INSPEKSI KESELAMATAN

JABATAN 

Penganalisis Teknologi Informasi

Penyusun Bahan Pelaksanaan Hasil Audit dan 

Tindak Lanjut

KEPALA SEKSI PENINGKATAN 

KESELAMATAN

Penganalisis Laporan Hasil 

Pemeriksaan

Analis Pelaksanaan Pemberian Bimbingan 

Teknis dan Supervisi

Pemroses Data dan Laporan

KEPALA SEKSI INSPEKSI KESELAMATAN

JABATAN 

Penganalisis Laporan Hasil Pemeriksaan

Penyusun Bahan Informasi dan 

Laporan

Analis Pelaksanaan Pemberian Bimbingan 

Teknis dan Supervisi
Penyusun NSPK Sistem dan Prosedur 

Penyusun Rencana dan Program Kerja

KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN 

PENEGAKAN HUKUM

KEPALA SUBDIREKTORAT  REKAYASA 

DAN PENINGKATAN KESELAMATAN

Pemroses Data dan Laporan

JABATAN 

Penyusun Evaluasi dan  Laporan Analisis

Analis Pelaksanaan Pemberian Bimbingan 

Teknis dan Supervisi

Pengumpul dan Pengolah Data  Informasi

JABATAN 

JABATAN 

Penyusun Data dan Informasi

KEPALA SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN 

DAN ANALISIS KECELAKAAN

KEPALA SUBDIREKTORAT 

SERTIFIKASI SDM DAN AKREDITASI 

KELEMBAGAAN

Penyusun Evaluasi dan Laporan Akreditasi 

Kelembagaan

KEPALA SEKSI ANALISIS KECELAKAAN

JABATAN 

Penyusun Evaluasi dan  Laporan Sertifikasi SDM

JABATAN 

Pengumpul dan Pengolah Data Laporan

Penyusun Bahan Evaluasi

Pemroses Data dan Laporan

 KEPALA SEKSI PENEGAKAN HUKUM

KEPALA SEKSI  SERTIFIKASI SDM 

PERKERETAAPIAN

Pemroses Data Sertifikat Kompetensi

Penyusun Standar Kompetensi Sertifikasi SDM

KEPALA SEKSI AKREDITASI KELEMBAGAAN

DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

JABATAN 

Analis Pelaksanaan Pemberian 

Bimbingan Teknis dan Supervisi

Penyusun Bahan Informasi dan 

Laporan

Penyusun Rencana dan Program Kerja

KEPALA SEKSI REKAYASA 

KESELAMATAN

JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN/ATAU

 JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

KEPALA SEKSI AUDIT KESELAMATAN
KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN 

KECELAKAAN

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN 

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

A. PETA JABATAN
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KLS B K -/+

7 2 -2

7 8 -8

7 1 -1

KLS B K -/+ 7 3 -3

13 4 4 7 2 1 -1

12 4 4 7 2 -2

11 3 3 6 4 -4

10 18 4 -14 8 5 5

9 5 5 0

9 2 2

11 2 2

KLS B K -/+ KLS B K -/+ KLS B K -/+ KLS B K -/+ KLS B K -/+

7 6 7 1 7 4 4 0 7 3 3 0 7 3 3 0 7 8 7 -1

6 1 2 1 6 1 2 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1

8 4 4 8 1 4 3 8 4 4 8 4 4 8 4 4

KLS B K -/+ KLS B K -/+ KLS B K -/+ KLS B K -/+ KLS B K -/+

7 3 5 2 7 4 6 2 7 2 3 1 7 3 3 0 7 2 4 2

6 1 1 6 1 1 6 1 1 0 6 1 -1 6 1 -1

8 4 4 8 4 4 8 4 8 4 4 8 4 4Inspektur Angkutan Udara Level IInspektur Angkutan Udara Level IInspektur Angkutan Udara Level IInspektur Angkutan Udara Level IInspektur Angkutan Udara Level I

Pengelola Urusan Tarif Jasa Pelayanan Angkutan 

Udara 

Pengolah Data Administrasi Umum Pengolah Data Administrasi Umum Pengolah Data Administrasi Umum Pengolah Data Administrasi Umum Pengolah Data Administrasi Umum

JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN 

Pengelola Sistem Pelayanan Angkutan 

Udara

Pengelola Urusan Angkutan Udara Niaga Berjadwal 

Luar Negeri

 Pengelola Urusan Angkutan Udara Niaga Tidak 

Berjadwal Dan Non Niaga Luar Negeri

Pengelola Urusan Kerjasama Multilateral Dan 

Lembaga Internasional 

Inspektur Angkutan Udara Level I Inspektur Angkutan Udara Level I Inspektur Angkutan Udara Level I Inspektur Angkutan Udara Level I Inspektur Angkutan Udara Level I

KELAS JABATAN : 9 KELAS JABATAN : 9 KELAS JABATAN : 9 KELAS JABATAN : 9 KELAS JABATAN : 9

Pengelola Sistem Informasi Angkutan 

Udara

Pengelola Urusan Angkutan Udara Niaga Berjadwal 

Dalam Negeri

Pengelola Urusan Angkutan Udara Niaga Tidak 

Berjadwal Dan Non Niaga Dalam Negeri

Pengelola Urusan Kerjasama Bilateral Dan 

Perusahaan Angkutan Udara Pengelola Urusan Bimbingan Usaha Angkutan Udara

Pengolah Data Administrasi Umum Pengolah Data Administrasi Umum Pengolah Data Administrasi Umum Pengolah Data Administrasi Umum Pengolah Data Administrasi Umum

JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN 

KASI SISTEM PELAYANAN ANGKUTAN UDARA KASI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL LUAR NEGERI
KASI ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL DAN BUKAN 

NIAGA LUAR NEGERI
KASI KERJASAMA MULTILATERAL DAN FASILITASI UDARA KASI TARIF JASA PELAYANAN ANGKUTAN UDARA

KASI BIMBINGAN USAHA ANGKUTAN UDARA

KELAS JABATAN : 9 KELAS JABATAN : 9 KELAS JABATAN : 9 KELAS JABATAN : 9 KELAS JABATAN : 9

Petugas PNBP

Penata Usaha

Pengolah Pengadaan Barang dan Jasa Muda

Pengolah Pengadaan Barang dan Jasa Madya 

Pengolah Pengadaan Barang dan 

Jasa Pertama

KASI KERJASAMA BILATERAL DAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA

Inspektur Angkutan Udara  Ahli Muda Level V

Inspektur Angkutan Udara  Ahli Pertama Level IV

KASUBDIT BIMBINGAN USAHA DAN TARIF JASA ANGKUTAN UDARA

Inspektur Angkutan Udara  Penyelia Level III

Inspektur Angkutan Udara  Asisten Mahir Level II

Inspektur Angkutan Udara  Ahli Madya Level VI

KELAS JABATAN : 12 KELAS JABATAN :12 KELAS JABATAN : 12 KELAS JABATAN : 12 KELAS JABATAN : 12

Pengelola Sistem Informasi

KASUBDIT 

SISTEM INFORMASI DAN PELAYANAN ANGKUTAN 

KASUBDIT 

ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL 
KASUBDIT ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL DAN BUKAN 

NIAGA
KASUBDIT KERJASAMA ANGKUTAN UDARA

KASI SISTEM INFORMASI ANGKUTAN UDARA KASI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI
KASI ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL DAN BUKAN 

NIAGA DALAM NEGERI

JABATAN 

Penyusun Rencana dan  Pelaporan

Pengelola Keuangan

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU Bendahara

JABATAN Pengelola Kepegawaian

DIREKTUR 

ANGKUTAN UDARA 

KELAS JABATAN : 15

KASUBBAG TATA USAHA
KELAS JABATAN : 9
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LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG 

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN 

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Pengevaluasi Kinerja PPNS

JABATAN JABATAN 

Penganalisis Teknologi Informasi

Arsiparis Pelaksana

Penyusun Rencana dan Program Kerja

JABATAN 

PPNS

Penyusun Evaluasi dan Laporan Bimtek PPNS

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN PELANGGARAN

Penyusun Bahan Akreditasi

Pemroses Data dan Laporan

KASUBBAG TATA USAHA

JABATAN 

Pengelola Administrasi Tata Usaha

Penyusun Data Kepegawaian

Pengelola Urusan Kerumahtanggan

Perekayasa Madya

Perekayasa Muda

KEPALA SUBDIREKTORAT AUDIT DAN 

INSPEKSI KESELAMATAN

Penyusun Bahan Pelaksanaan Hasil Audit dan 

Tindak Lanjut

Penganalisis Laporan Hasil 

Pemeriksaan

Pemroses Data dan Laporan

KEPALA SEKSI INSPEKSI KESELAMATAN

JABATAN 

Penganalisis Laporan Hasil Pemeriksaan

Penyusun Bahan Informasi dan 

Laporan

Analis Pelaksanaan Pemberian Bimbingan 

Teknis
Penyusun NSPK Sistem dan Prosedur 

Penyusun Rencana dan Program Kerja

KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN 

PENEGAKAN HUKUM

Pemroses Data dan Laporan

JABATAN 

Penyusun Evaluasi dan  Laporan Analisis

Analis Pelaksanaan Pemberian Bimbingan 

Teknis

Pengelola Data dan Informasi

JABATAN JABATAN 

Analis Pelaksanaan Pemberian Bimbingan 

Teknis

JABATAN 

Penyusun Data dan Informasi

KEPALA SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN 

DAN ANALISIS KECELAKAAN

KEPALA SUBDIREKTORAT 

SERTIFIKASI SDM DAN AKREDITASI 

KELEMBAGAAN

Penyusun Evaluasi dan Laporan Akreditasi 

Kelembagaan

KEPALA SEKSI ANALISIS KECELAKAAN

JABATAN 

Penyusun Evaluasi dan  Laporan Sertifikasi SDM Pengumpul dan Pengolah Data Laporan

Penyusun Bahan Evaluasi

Pemroses Data dan Laporan

 KEPALA SEKSI PENEGAKAN HUKUM

KEPALA SEKSI  SERTIFIKASI SDM 

PERKERETAAPIAN

Pemroses Data Sertifikat Kompetensi

Penyusun Standar Kompetensi Sertifikasi SDM

KEPALA SEKSI AKREDITASI KELEMBAGAAN

DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

JABATAN 

Perekayasa Pertama

Analis Pelaksanaan Pemberian 

Bimbingan Teknis

Penyusun Bahan Informasi dan 

Laporan

JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN/ATAU

 JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

KEPALA SEKSI AUDIT KESELAMATAN
KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN 

KECELAKAAN

KEPALA SUBDIREKTORAT 

REKAYASA DAN PENINGKATAN 

KESELAMATAN

KEPALA SEKSI KESELAMATAN

KEPALA SEKSI  PENINGKATAN 

KESELAMATAN

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN 

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

A. PETA JABATAN
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